BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
~ BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, dengan berlakunya Peraturan
tersebut adanya Perubahan terkait besaran tunjangan
transportasi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan besaran
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten tidak boleh melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;

c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
Selatan dalam melaksanakan fungsi Pembentukan
Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran, perlu
melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat :

fa—y

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelOlaan Keuangan ‘Daerah (Berita Negara Republik
Indonesm Tahun 201 95 Nomor 310);

Peraturan Mentem Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 996j;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 6 );

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
Nomor 10) ' :

Peraturan Bupatl Bamto Selatan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017
Nomor 17) - :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG, PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom:.
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Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD
Kabupaten Barito Selatan.

 Sekretaris DPRD adalah Sekretans DPRD Kabupaten

Barito Selatan selaku Pengguna Anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnva disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah“ yang dltetapkan dengan peraturan
daerah £

Uang Representa31 adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpman dan Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan
dan anggota DPRD

Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan
kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2
(dua) orang anak kandung mepman dan Anggota
DPRD -

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota
DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi,
badan anggaran, badan pembentukan peraturan
daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan
lain.



13,

16.

17.

18.

Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan
yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang duduk dalam Badan
Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan
atau alat kelengkapan lain yang diberikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap
bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah
negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas
jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga
bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi
Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan

~ kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap

ity
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(1)

melakukan reses

Uang Jasa Pengabd1an adalah uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal
dunia atau mengakh1r1 masa bakti setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai
dengan ket t an Peraturan Perundang undangan.

Dana Operasmnal lepman DPRD adalah dana yang
diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua
DPRD untuk ‘menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
Ketua DPRD dan Wakﬂ hetua DPRD sehari-hari.

Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar
keg1ata:\1’_masa s;dang dan di luar DPRD.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran
Badan  Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan
melalui APBD.



(2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada
yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami /istri dan
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.

(3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical
Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan
besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000
( Tiga Juta Rupiah ) per orang dan Pelaksanaan
pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up
dilakukan pada fasilitas kesehatan yang berada
di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah yang
bersangkutan.

(4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran
kepada PT. TASPEN melalui APBD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat‘ﬂ(?))k dan ayat (4)diubah dan

ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6),
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

~ Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas
berupa: | TR
a. pakaianf’";éipil haman disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang

dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud
ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu
sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah |

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu
sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah );

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang
dalam 5 (lima) tahun, dengan harga satuan yaitu
sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah );
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d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga
satuan yaitu sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah ); dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga
satuan yaitu sebesar Rp. 1.500.000 ( Satu Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah ).

(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
berupa pin emas sebesar-besarnya Rp. 7.500.000
(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada
setiap orang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada
saat pengangkatan/ pelantikan.

(4) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
berupa pin bukan emas dan papan nama sebesar-
besarnya Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) setiap
orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(5) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam
Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut
diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4). ‘

(6) Bentuk atribut berupa pin dan papan nama serta
ukurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bag1an tldak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dlubah sehingga Pasal 9
berbuny1 sebagal benkut

Pasal 9

(1) Dalam hal Pemenntah Daerah belum dapat
menyedlakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi setiap
bulan sebagal benkut "

a. Ketua sebesar Rp 15.500.000 ( Lima Belas Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah );

b.Wakil Ketua sebesar Rp 15.250.000 (Lima Belas Juta
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan/atau

¢. Anggota sebesar Rp 15.000.000 ( Lima Belas Juta
Rupiah ).

(2) Dalam  hal kendaraan dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD mengalami rusak berat dapat diberikan
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
perbaikan kendaraan dinas tersebut sampai dengan 1
(satu) bulan, belum selesai atau tidak dapat dipakai.
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5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9A

Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap
tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan tunjangan transportasi sebagaimana
dimasud dalam Pasal 9 ayat (1) dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan
DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat
kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD  sesuai dengan  kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
mendapatkan kompensaSI ‘berupa honorarium dan
fas111tas lamnya sesuai kemampuan daerah.

(4) Besaran hongrarlum sebagalmana dimaksud pada ayat
(3) bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD perbulan sebesar Rp. 4.500.000 ( Empat Juta
Lima Ratus Ribu Ruplah ).

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan
biaya perjalanan dmas yang dipersamakan dengan
Pejabat Eselon 111, ,

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3)"diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai benkut

Pasal 19

(1) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu
yang mendukung tugas fraksi serta diberikan
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian,
prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD  sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Tenaga Ahli Fraksi mendapatkan kompensasi berupa
honorarium Perbulan sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta
Rupiah ).
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

_badatanggal 3 iovitvs 2020
. “BUPATI.BARITO SELATAN,
1 B T

b

~“EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17

N
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BENTUK DAN UKURAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

I. PIN

Scm

4
4

Keterangan :
1. Bahan emas / bukan emas.
2. Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kiri.

II.PAPAN NAMA

2cm

Keterangan :
1. Bahan menggunakan kuningan

2. Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kanan.

AN,



